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Untuk menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI tertanggal
16 Agustus 2019 Nomor 3974/DJA/HM.001/VIII/2019 (terlampir), terkait dengan upaya
meningkatkan ketertiban dan kelancaran bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama,
dengan ini kami minta agar saudara dapat mempedomani dan menerapkan sesuai maksud tersebut

dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi masyarakat.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan : ;

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yustisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;

3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI,

4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1;

5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.
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Perihal . Penertiban Pelayanan di Pengadilan Agama

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia/Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh

2. Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia/Ketua Mahkamah Syar’iyah se Provinsi Aceh
di-
Tempat

Assalamu’alaikum wr, wb.

Dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran bagi masyarakat pencari keadilan di
Pengadilan Agama, sehubungan telah diimplementasikannya program Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP). Berdasarkan informasi dari masyarakat dan temuan di lapangan disinyalir masih
terjadi adanya ketidaktertib dalam pelayanan yang diberikan, seperti pendaftaran perkara
dilakukan bukan oleh pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya dan banyak pemalsuan akta
cerai.

Berdasarkan hal di atas, maka diperintahkan sebagai berikut:

1. Standar pelayanan yang diberikan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti:

a. Dipastikan bahwa yang berurusan di Pengadilan adalah Pihak yang berperkara
(prinsipa) dan atau kuasa hukumnya, bukan dilakukan oleh perantara atau pihak yang
tidak berkepentingan;

b/ Pelaksanaan pelayanan harus menggunakan sistem antrean layanan;

¢. Memberikan pelayanan dengan prinsip 3 S (senyum, salam dan sapa);

2. Mengawasi kegiatan layanan jasa Pos Bantuan Hukum tidak dipungut biaya dan Pos
Bantuan Hukum tidak mengarahkan pihak yang dilayani kepada oknum tertentu;

3. Memastikan aparatur Pengadilan Agama selain yang bertugas memberikan pelayanan,
tidak mengarahkan dan terlibat dalam memberikan jasa bantuan dalam bentuk apapun,
kecuali mengarahkannya kepada petugas yang berwenang;

4. Memberikan teguran bahkan menjatuhkan sanksi yang tegas jika terdapat pelanggaran
sebagaimana tercantum dalam poin 2 dan 3 diatas;



9. Melakukan pengawasan dan memastikan di lingkungan pengadilan tidak ada oknum
internal maupun eksternal yang menawarkan jasa mampu mengusahakan akta cerai tetapi
palsuy;

6. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk melakukan
pengawasan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan terhadap pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah diwilayah
hukumnya masing-masing.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
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Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;

3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
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